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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai
Dari Desa Tahun 2022 di Kabupaten Kampar,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangnomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6398};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua_ Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
Peraturan Pemeriritah Nomor 60 Tahun 2014

4.

5.

6.

>

7,

tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9558) sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

13.

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia ‘Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

8.

9.

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,
Nomor 961);



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1424);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1455);
Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017

tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar

(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017

Nomor 20);
Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 76 Tahun 2020

teritang Tata Cara Pengadaan barang dan Jasa di

Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020

Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA

DESA TAHUN 2022 DI KABUPATEN KAMPAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kampar.

Bupati adalah Bupati Kampar.3.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah

kerja Kecamatan.



10.

11.

12.

13.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggingjawaban keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerirtah Desa, selanjutnya disebut

RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana Pembangunan

Jangka Menegah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

5.

6.

7,

8.

9.

pemerintahan Desa.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program

dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,

yang bersifat produktif dengan mengutamakan

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.
Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh

faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID

19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,

kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa

yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan

kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan

dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan

cuci tangan dengan sabu.n dan air mengalir.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan

pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.



20.SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa

tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh

merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan,
Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa

berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsulng yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai dari

Dana Desa Tahun 2022 merupakan Pedoman Teknis Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2022.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai dari

Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sistimatika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di

Danai dari Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. pendahuluan;
b. penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan Dana Desa;
c. bantuan Langsung Tunai, Ketahanan Pangan dan Hewani,

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan

Program Sektor Prioritas Lainnya;
d. pemantauan dan Evaluasi; dan
e. sanksi.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kampar.
Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO
Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 7 ™~

an sesuai dengan aslinya
BAG N HUKUM

\ KHAIRUMAN, SH
<4 Pefnbina

“< Nip: 19671021 200012 1001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR - YT TAHUN 2022
TANGGAL : 24 feBruari 2099

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2022

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} telah menimbulkan korban

jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk

penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19,
Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan

pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga
difokuskan untuk membiayai Desa Amar: COVID-19 dan Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan

usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditentukan penggunaannya
untuk;
1} Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai

paling sedikit 40 % (empat puluh persen)}.

2) Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 %

(dua puluh persen).
3) Dukungan Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 19

(Covid 19) paling sedikit 8 % (delapan persen).
4) Program sektor Prioritas Lainnya yang meliputi komunikasi,

pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan

penanganan bencana.

B. Maksud

1) Adanya satu kesatuan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan
yang didanai dari dana desa.

2) Mewujudkan satu kesatuan aral kebijakan pembangunan
kabupaten dan desa.



Tujuan
1)

2)

3)

Sebagai Pedoman bagi desa dalam pelaksanaan kegiatan yang
didanai dari Dana Desa Tahun 2022
Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk

mendukung pencapaian SDGs Desa.

Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta

pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana

Desa.

Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1)

2)

3)

4)

Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan

martabat manusia;
Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan

kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan

terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai

pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan

universal;

Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang
lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa

sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
5)

2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.



BAB II

PENYALURAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAPORAN DANA DESA

Tahapan PenyaluranA,

1)

2)

5)

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa

setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke: RKD sebagaimana dimaksud

pada ayat 2. dilaksanakan herdasarkan surat kuasa

pemindahbukuan Dana Desa dari bu)ati.
Penyaluran Dana Desa dilakukan calam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa paling cepa: bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bilan Maret dan paling lambat
bulan Agustus; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa paling cepa: bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni; dan

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan

3)

4)

6)

Dana Desa untuk BLT Desa selama 1 2 (dua belas) bulan.



8)

9)

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa lebih kecil dari

besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022,
Dana Desa maka Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60%

(enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap I untuk Desa berstatus
Desa mandiri sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa

untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19}.

Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks

7)

Desa membangun.

Tahapan dan Persyaratan PenyaluranB.

1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar,

dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran 2021; dan

2. laporan realisasi penyerapen dan capaian keluaran Dana
Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-

rata capaian keluaran ‘nenunjukkan paling rendah

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa

tahap I yang telah disalurkan; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap [J menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan

puluh persen) dan =rata-rata capaian keluaran



2)

4)

menunjukkan paling rendan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah

disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen penyaluran Dana Desa setiap tahap dengan
ketentuan:

a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni
berakhir;

b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan

Agustus berakhir; dan
c. tahap Ill mengikuti kebijakan Jangkah-langkah akhir tahun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri

dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari bupat secara lengkap dan benar,

dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APEDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuar. Dana Desa;

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran 2021; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-

rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen penyaluran untuk Desa berstatus Mandiri

3)

dengan ketentuan:



5)

8)

10}

11)

12)

a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juniey

berakhir; dan
b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain
persyaratan penyaluran tersebut diatas, ditambahkan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima tnanfaat bulan kesatu sampai
dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran
2021 selama 12 {dua belas) bulan seiain persyaratan tersebut
diatas, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi
untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana
Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa
setiap Desa.

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen_ persyaratan
penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran disusun
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.
Dalam hal tabel referensi belum memenuhi kebutuhan input
data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
Perubahan tabel referensi mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Daftar RKD merupakan daftar rekening kas setiap Desa padabank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional BankIndonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement

6)

7)

9)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



13}

14)

15)

16}

17)

Dalam hal terdapat perubahan RKD, bupati menyampaikan

perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Fisik dan Dana Desa.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam

sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat

pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan

organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan

masyarakat Desa, yang ditunjuk oleh Bupati.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam

bentuk dokumen digital (softcopy}.
Dokumen digital (softcopy) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi

online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

C. Penvaluran BLT

1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa

berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan

ketiga:
1. memenuhi persyaratan untuk Desa berstatus Desa

mandiri;
2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat

bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan

untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling

lambat tanggal 13 Mei 2022;
3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa

layak salur tiap-tiap bulanny.a;

4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan

kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa; dan



5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari
2022; dand

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan

penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-
tiap bulannya, dengan ketentuar::
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai

dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April
2022;
Dana Dega untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
permintaan penyaluran BLT Dega bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan
Juli 2022.
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa bulan ketujuh Sampai dengan bulan kesembilan;dan

permintaan penyaluran BLT Dega bulan kesepuluh

3.

4,

5.

6.

Sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepatbulan Oktober 2022.
Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesaty dan

2)

penandaan pengajuan penyaluran atas Desadilakukan Melalui —_aplikasi online
layak salur

monitoring sistemperbendaharaan dan anggaran negara



D.

4)

5)

Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh

dari hasil perkalian antara jumiah keluarga penerima manfaat

BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem

perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Dega

setiap bulannya.

Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dega bulan kesatu sampai

dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan

penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi

persyaratan.
Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan

kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember

2022.
Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai

dengan bulan kedua belas menjadi persyaratan penyaluran Dana

Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Bupati bertanggung jawab atas:

a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa

dan kebenaran dokumen persvaratan untuk setiap tahap

penyaluran.
b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga

3)

6)

7)

penerima manfaat BLT Desa.

Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa

1) Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa kepada bupati secara ‘engkap dan benar dengan
ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa
b. Tahap II berupa;

1. Laporan realsiasi penyerapar dan keluaran capaian
anggaran Dana Desa tahun 2021; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan keluaran capaian
anggaran Dana Desa tahap I menunjukkan vrata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh
persen) dan rata-rata keluaran paling rendah sebesar 35 %
(tiga puluh lima persen) dari Lana Desa tahap I yang telah

disalurkan; dan



2)

3)

c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan keluaran capaian

anggaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rer.dah sebesar 90 % (sembilan

puluh persen) dan rata-rata keluaran paling rendah sebesar

75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II

yang telah disalurkan dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa

tahun 2021

Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa untuk Desa berstatus Mandiri kepada bupati secara

lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa
b. Tahap II berupa;

1. Laporan realisasi penyerapan dan keluaran’ capaian
anggaran Dana Desa tahun 2021; dan

2. Laporan realisasi penyerapen dan keluaran capaian
anggaran Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh
persen) dan rata-rata keluaran valing rendah sebesar 35 %

(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah

disalurkan; dan
3. Laporan konvergensi pencegehan stunting tingkat desa

tahun 2021]

Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama
12 bulan selain persyaratan penyaluran, ditambahkan data realisasi

pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kedua belas.
Dalam hal desa tidak menyalurkan BLT tahun 2021 selama 12 (dua
belas bulan), ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria
atau anggaran dana desa yang tidak mencukupi untuk pembayaran
BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan
karena terdapat penurunan pagu dana desa berdasarkan peraturan

4)

bupati mengenai rincian dana desa setiap desa.



7)

Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase
keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan
berdasarkan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian
keluaran
Dalam hal tabel referensi belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi

kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran
Perubahan tabel referensi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan

5)

6)

8)

oleh kementerian dalam negeri.

Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa untuk BLT

1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa
berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
a. penyaluran Dana Dega untuk BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan ketiga dilaksaiakan setelah kepala Desa
menyampaikan:
1. peraturan Desa mengenai AFBDes;
2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu

yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Dega untuk BLT Desa paling lambat

tanggal 6 Mei 2022; dan
3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa, kepada bupati; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan
ketentuan:
1. penyaluran Dana Dega untik BLT Desa bulan keempat

sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah

kepala Desa menyampaikan realisasi jurnlah keluarga
penerima manfaat yang telan menerima pembayaran BLT
Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;



5)

6)

7)

2. penyaluran Dana Dega untuk BLT Desa bulan ketujuh

sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah

Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat yang telan menerima pembayaran BLT

Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam, dan

3. penyaluran Dana Dega untuk BLT Dega bulan kesepuluh

sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah

kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat yang telan menerima pembayaran BLT

Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

Kepala Desa wajib menyampaikan «lata realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa

bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada

bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari

libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat pada hari kerja

berikutnya.
Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerimma manfaat

yang telah menerima pembayaran BLT Dega bulan kesepuluh

sampai dengan bulan kedua belas menjadi persyaratan

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.

Kepala Desa bertanggung jawab <etas kebenaran data realisasi

jumlah keluarga penerima manfaai. yang menerima pembayaran

BLT Desa.
Pemerintah kabupaten tidak diperbolehkan untuk menambah

persyaratan penyaluran Dana Dega.

Dalam hal bupati tidak menyampaikan:
a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;dan
b. Dokumen persyaratan penyaluran untuk BLT Desa, sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak

disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

c. Sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada

2)

3)

4)

a

tahun anggaran berikutnya.



Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa.

1)

2)

3)

4)

Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa
berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan

pelaporan Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan
dan belanja atas Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan melaporkan
penggunaan Dana Desa kepada Bupati untuk selanjutnya di
dilakukan pencatatan pada aplikasi online monitoring system
perbendaharaan dan anggaran Negara.

Kepala Desa bertanggungjawab atas penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa.



BAB UI

BANTUAN LANGSUNG TUNAI, KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI,

PENCEGAHAN COVID 19 DAN PROGRAM PRIORITAS LAINNYA

Penggunaan Dana DesaA.

Pemerintah Desa wajib menganggarkari dan melaksanakan kegiatan

prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya untuk:

1)

2)

3)

4)

program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Desa paling sedikit 40 % (empat Puluh Persen);

program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua

Puluh Persen); dan

dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen)
~—

Program sektor prioritas lainnya
Bantuan Langsung TunaiB.

1)

2)

3)

BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa

bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang
termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

menahun/kronis;
d. keluarga miskin penerima jarng pengaman sosial lainnya

yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan /atau dari

APBN;
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut
usia,.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dega merupakan

petani, BLT Desa dapat digunakar untuk kebutuhan pembelian

pupuk.
Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan

kepala Desa atau keputusan kepale Desa.



4)

6)

7)

9)

10)

Peraturan kepala Desa atau kepitusan kepala Desa paling

kurang memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima mantaat.Jl

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk
bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga
penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat

dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
Dalam hal pembayaran BLT Desa dulan kedua sampai dengan
bulan kedua belas lebih besar jari kebutuhan BLT Desa,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa
selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa

meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga
penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga
penerima manfaat yang baru.

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat
BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa, perubahan dar/atau penambahan tersebut

ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala

5)

8)

Desa.

Ketahanan Pangan
1)

2)

3)

Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan
hewani dalam APBDes.
Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan

pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Kegiatan ketahanan pangan dan hewani dapat berupa:

©



a. pengembangan usaha pertanian. perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan ;

b. pembangunan lumbung pangan Lesa;
pengolahan pasca panen; dan

d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

Penanganan Corona Disease (Covid) 19D,

1)

3)

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di

Desa.

Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) atau pos jaga, memiliki fungsi:
2)

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di tingkat Desa.
Rincian kegiatan penanganan pander1i Corona Virus Disease 2019

(COVID- 19) termasuk pelaksanaar pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa
berdasarkan fungsinya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran
dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3

(tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Hasil penyesuaian dukungan pendanaan dapat digunakan untuk

4)

5)

6)

mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.



Program Prioritas lainya
1)

2)

5)

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa

berdasarkan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa, diarahkan untuk program

dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai

kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemiulihan ekonomi nasional sesuai

kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan udaha milik Desa

bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan
udaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan

produksi Desa sadar lingkungan.
Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai

kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya
memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa

merata;
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk

mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan

sejahtera;
e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana
alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk

3)

4)

pencapaian SDGs Desa:



mitigasi dan penanganan bencana alam;

mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan

mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan

a.

b.

Langsung Tunai Dana Desa

4



BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran Dana Desa;
b. prioritas penggunaan Dana Desa
c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bupati dapat
meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau. melakukan
pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang
akan direkam dalam aplikasi online moritoring system perbendaharaan
dan anggaran Negara.
Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat

1)

3}

meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.



3)

BAB V

SANKSI

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, »erupa:

a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status

hukum, dan/atau status keberadaan Desa,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat

melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun

anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Bupati melakukan pemantauan atéas proses perkara hukum

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau

perangkat Desa.

Dalam hal berdasarkan pemantauan, kepala Desa dan/atau perangkat

Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat

permohonan penghentian penyaluran dana Desa kepada Kementrian

Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilaksanakan

berdasarkan:

a. surat permohonan dari bupati; atau

b. surat rekomendasi dari kementrian Negara/lembaga terkait

dan/atau bupati atas permasalahan Lesa.

Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa berdasarkan

permohonan dari bupati dan/atau surat rekomendasi dari kementrian

negara/lembaga terkait dan/atau bupati dilakukan mulai penyaluran

dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah dimaksud diterima.

Dalam hal surat permohonan dari bupati diterima setelah Dana Desa

tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri

tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT

Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

Dana Desa nonBLT yang dihentikan penyalurannya, tidak dapat

disalurkan kembali ke RKD.

2)

Je

4)

9)

6)

7)



9)

10)

11)

12)

13)

14)

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa atas surat permohonan
dari bupati, berhak mendapatkan penyaiuran Dana Desa pada tahun

anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana

Desa tahun berjalan.

Pengecualian atas pengaturan penyaluran kembali Dana Desa

dialakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal
15 Juni tahun anggaran berjalan.
Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa

diterbitkan setelah terdapat status hukum tersangka dan/atau putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12

(dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi

pemotongan Dana Desa sebesar 50%. (lima pulun persen) dari

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa, selisih antar pagu

anggaran Dana desa untuk BLT Desa vang seharusnya dianggarkan

dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan,
tidak disalurkan ke RKD.

Bupati melakukan penghitungan besaran selisih setelah melakukan

perekaman jumlah keluarga penerima manfaat.

Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran scelisih yang
dihasilkan melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan
dan anggaran negara.
Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten, bupati melakukan

penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan

menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.
Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana

Desa untuk setiap Desa, penghitungan sepenuhnya dilakukan oleh

Kementerian Keuangan c.q. Direktcrat Jenderal Perimbangan

8)

15)

16

Keuangan.



17)

18)

19)

20)

Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang
dilakukan oleh bupati dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.
Penetapan hasil penghitungan merupakan perubahan pagu Dana Desa
setiap Desa.
Hasil penetapan realokasi Dana Desa setiap Desa dari hasil
penghitungan disalurkan ke RKD.
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12
(dua belas) bulan tahun anggaran 2022 dikenakan sanksi pemotonganDana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) “dari penyaluran Dana Desa
tahap II tahun anggaran 2023.
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